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BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LywU
NOMOR :132 TA HUN 2619

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH DPAERAH
KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1}
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan berpedoman
pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (entang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan apggra Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lambaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomgyr 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012  (entang
Pembentukan Peraturan Peryndang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah  dengan
sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terntarg
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13%,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  [ndonesia

Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerimtahan Daerah (Lembaran Negara  Republils

Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lemibxoan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679j;

17. Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 20006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemcerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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: . Nomor 80 Tahun 2015
52, Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang  Pembentukan  produ Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peratura; Mgnﬁen
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentgngN eruba 218
atas Peraturan Menteri Dalam Negerti 1 ,Om;r .

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produlk ukum

Daerah;

23, Peraturan Menteri Dalam Nege
tentang Penerapan Standar : :
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

94, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Kode Barang;

5. Peraturant Daerah Bupati Luwu Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pokok-Pckok Pengelolaan Keuangan Daerah.

ri Nomor 64 Tahun 2013
Akuntansi Pemerintahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.

2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas laporan. ‘
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas
melaksapakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

5. Anggaran adalah merupakan pedoman tindakan yang akan
dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja,
transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang
dlSPS;n menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu
periode.

6. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Negara/Daerah.
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adalah basis akuntansi yang mengakul pengaruh
tiwa lainnya pada sag( (ransaksi dan peristiwa i
hatikan saat kas arau setara kas diterima atau

7. Basis akrual :
transaksi dan pens
terjadi, tanpa memper
dibayar. = e . |

g . adalah basis akuntansi yang mengaX

B sty oot da saat kas setary kas dite

dan peristiwa lainnya pa ) A —
9. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pcmcrmtah vang merupakan
' selisih antar asset dan kewajiban pemerintah.

10. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan vang terdiri dari satu atau

' lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pm'l.e.mggung)ﬁwaban berupa
laporan keuangarn.

11. Investasi adalah Aset yang ail
ekonomik seperti bunga, deviden, dan ro .
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

12. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di ba_nk yang setiap saal
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, _1(91_1\1(-:1‘151—
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesitik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

15. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi
pemerintah.

16. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan
schingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

17. Laporan keuangan interm adalah laporan keuangan yang diterbitkan
diantara dua laporan keuangan tahunan.

18. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam
menyajikan laporan keuangan.

19. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
pithak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.

20. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

21, Persediaap adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

22. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan yang
signifikan,

23. Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih
lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah selama satu periode pelaporan.

i pengaruh transaksi
rima adau diboyar,

dimaksudkan untuk memperoleh manfaa
valty, atau manfaal sosial
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24 Surplus. defisit adalah selisih lebih/lkypgpg antara pendapatan dan
belanja selama satu periode pelaporan,
25. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu terdiri atas prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah WNabupaten Luwu dalam
penvusunan dan penvajian laporan keuangan.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kerangka
konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah vang mengacu pada
kerangka koseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode,

maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penvajian
Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah kabupaten Luwu
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan

oleh peraturan perundang-udangan.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian
Neraca untuk pemerintah daerah kabupaten luwu dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian
laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan
kas dan setara kas Pemeintah daerah kabupaten luwu dengan
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset
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non keuangan, pembiayaan, dan nonanggara0 gelama  satu periode

akurntansi.

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatu? dasar-dasar penyajian
dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas laporan keuangart
yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanash BNgYETAN SEpeTh
kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebal, terjadinyz perbedaan yang
material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merninoi

lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal 9

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar pengakuzn,
apan dalam akuntansi, aset, kewajibzn,

pengukuran, dan pengungk :
ekuitas, dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajannys

dalam laporan keuangan.

Pasal 10

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur perlakukan akuntansi
atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiva

luar biasa.

Pasal 11

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur penyusunan laporan
keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD

dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan

keuangan.

BAB 1II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Luwu
Nomor 163 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

. Kabupaten Luwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

ai berlaku pada tanggal diundangkan.
memerintahkan pengundangan
dalam Berita Daerah

Peraturan Bupati ini mul
mengetahuinya,

Agar seuap Orang
dengan penempatannya

Peraturan Bupati ini
Kabupaten Luwu.
Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTA
Diundangkan di Belopa
pada tanggal 10 Desember 2019

SE ARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

RIDWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 132
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